
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR  2i,  bTAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2007 
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan 
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban 
kerja, tempat tugas kondisi kerja, kelangkaan profesi dan 
prestasi kerja; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan. Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
pemberian Keuangan Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan 
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Kriteria Pemberian Tambahan 
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



Menetapkan :  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hulcum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 2): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KRITERIA 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jumlah tambahan penghasilan tidak boleh melebihi 3(tiga) kali gaji pokok 
dan tunjangan yang diterima setiap bulan; 

b. PNS hanya boleh menerima paling banyak 3 (tiga) jenis pemberian 
tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini;dan 



c. Selama PNS yang bersangkutan menduduki jabatan berkenaan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kennel. 

  

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 3uni 	2018 

Pjs.BUPATI KERINCI, 

1/4-17 

AGUS SUNARYO 

  

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 	 2018 

_..,„...„......_.. .. 
TELAN ,.:''. 

OLEH BO' 
KASCI3P5 ! -. 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI 

 

GASDINUL GAZAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR 
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